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LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

TOPIK
PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP BUDAYA KERJA ORGANISASI

JUDUL

OPTIMALISASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI GUNA
MENINGKATKAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM POLRES MUARA
ENIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga
penegak hukum yang diamanati oleh Undang-undang Rl No. 2 tahun
2002 menjadi harapan masyarakat untuk menjamin tertib dan tegaknya
hukum di Indonesia. Pada kenyataannya, trendingnya tagar
#noviralnojustice dan  #percumalaporpolisi merupakan bentuk
kekecewaan masyarakat atas kinerja penegakan hukum yang
dilakukan oleh Polri sekaligus menjadi sebuah tamparan yang sangat
keras. Sebagai contoh, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan
oleh Aditya Hasibuan yang sempat mandek selama empat bulan
sebelum akhirnya ditangani karena videonya viral (“Laporan Ken
Admiral Disebut Mandek 4 Bulan”,2023). Lantas hal ini pun menjadi
perhatian Kapolri Jenderal L. Sigit Prabowo karena dapat menggerus
kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dalam survei yang dirilis oleh
Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 09 April 2023, skor
kepercayaan masyarakat terhadap Polri yaitu sebesar 63%. Walaupun
telah terjadi kenaikan kepercayaan publik dari skor 61% pada bulan
Februari 2023, Polri tetap menduduki urutan paling bawah
dibandingkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pengadilan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).




C.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja penegakan hukum Polri
diukur dari jumlah penyelesaian perkara. Berdasarkan data Gangguan
Kamtibmas di Polres Muara Enim, jumlah penyelesaian perkara
mengalami penurunan dari tahun 2020 s.d. 2021 walaupun pada
akhirnya kembali naik pada tahun 2022.

Selanjutnya, pelanggaran disiplin anggota Polri pada tahun 2023
masih banyak terjadi. Divisi Propam Polri mencatat jumlah pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2023 sebanyak
3.124 pelanggaran. Walaupun belum signifikan, jumlah ini menurun
dibandingkan dengan tahun sebelumnya vyaitu sebanyak 3.534
pelanggaran. Demikian halnya dengan pelanggaran anggota Polri di
Polres Muara Enim pun mengalami penurunan dalam tiga tahun
terakhir ini.

Rumusan Masalah.
1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada
Naskah Karya Perorangan (NKP) ini adalah “Bagaimana penegakan
disiplin yang dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum Polres

Muara Enim agar kepercayaan masyarakat meningkat?”

2. Pokok-pokok persoalan.
2.1 Bagaimana penerapan pemberian penghargaan sebagai
upaya penegakan disiplin?
2.2 Bagaimana penerapan pemberian hukuman sebagai upaya
penegakan disiplin?
2.3 Bagaimana pemberian pendidikan sebagai upaya penegakan

disiplin?

Ruang Lingkup dan Sistematika.
1. Ruang Lingkup.

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis menentukan ruang
lingkup Naskah Karya Perorangan (NKP) ini. Wilayah/locus yang




menjadi ruang lingkup dalam NKP ini adalah polres Muara Enim.

Kemudian, waktu/tempus yang menjadi ruang lingkupnya adalah tiga

tahun anggaran yaitu Tahun Anggran 2020 s.d. 2022.

2. Sistematika.

2.1 BAB/I

2.2 BABII

2.3 BABIII

2.4 BABIV

25 BABV

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai das sein
atau kondisi ideal dari fungsi Polri sebagai
lembaga penegak hukum dengan das sein atau
kondisi faktual yang ada di Polres Muara Enim

dan kesenjangan yang terjadi

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan
mata pelajaran yang diajarkan dengan Naskah
Karya Perorangan, kajian teori mulai dari grand
theory, middle theory dan applied theory, seta
pengumpulan, analisis data dan metode
penelitian.

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi
faktual antara kelompok kata ke-3, ke-2 dan ke-
1 beserta persoalan dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis,
formulasi, impelemtasi strategi beserta evaluasi
dan pengendaliannya. Selain itu, tentu saja
break down dari masihng-masing sub subjudul
agar penjelasan menjadi lebih sistematis.
PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai mengenai
simpulan atas bahasan pada Naskah Karya

Perorangan dan juga rekomendasi-




rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan
maupun ide gagasan yang tidak bisa dilakukan

pada level Kapolres.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.

Topik ketiga pada Naskah Karya Perorangan pertama ini adalah
Penegakan Disiplin terhadap Budaya Kerja Organisasi. Oleh karena itu,
mata pelajaran yang telah diterima oleh serdik yang bersesuaian dengan
topik tersebut adalah bahan ajar dan ceramah/kuliah oleh Karowabprof
Brigjen Pol. Agus Wijayanto, S.L.K., S.H., M.H. yaitu Strategi Penegakan
Disiplin dan Etika Polri.

Dalam mata pelajaran tersebut, dijelaskan mengenai perkembangan
peraturan tentang penegakan disiplin dan kode etk profesi Polri. Norma
hukum disiplin yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang
peraturan disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016
tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Kemudian, Norma
hukum kode etik yaitu Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota Polri dan Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi. Selanjutnya,
dijelaskan juga mengenai strategi penegakan disiplin yang mencakup

perubahan perilaku pejabat Polri yaitu perubahan mindset dan culture set.

B. Kajian Teori.
1.  Grand Theory.

Untuk mengupas permasalahan pada Naskah Karya Perorangan
ini, penulis menggunakan pisau analisis Choice Theory/Teori Pilihan
sebagai Grand Theory. Teori ini dikembangkan oleh William Glasser
pada tahun 1996, dan teori ini menekankan pada aspek kepuasan dan
motivasi individu dalam pengambilan keputusan.

Menurut Glasser (1996), individu selalu mencari kepuasan dan
mereka akan memilih perilaku yang dirasa paling memuaskan bagi diri
mereka. Oleh karena itu, dalam penegakan disiplin, penggunaan reward/
penghargaan dan punishmenthukuman dapat mempengaruhi individu

dalam memilih perilaku yang sesuai. Dalam hal ini, reward dapat




diberikan sebagai pengakuan atau penghargaan atas perilaku yang
patuh, sedangkan punishment dapat digunakan sebagai konsekuensi
dari perilaku yang melanggar.

Selain itu, Glasser (1996) juga menekankan pentingnya
pengetahuan/pendidikan sebagai metode untuk membangun kesadaran
tentang nilai dan aturan yang ada dalam lingkungan kerja. Pendidikan
dapat melibatkan dalam pengembangan keterampilan teknis dan non-
teknis, serta pembelajaran tentang keterampilan interpersonal dan
kemampuan manajemen diri.

Dalam teori Choice Theory, Glasser (1996) berpendapat bahwa
penguatan positif adalah kunci untuk memotivasi individu, dan reward
dan punishment harus diterapkan dengan adil dan konsisten. Selain itu,
pendidikan dan pengembangan keterampilan dianggap sebagai
investasi jangka panjang yang akan membantu individu dalam mencapai
tujuannya dan membangun budaya organisasi yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa dalam Choice
Theory/Teori Pilihan yang dikembangkan oleh William Glasser terdapat
tiga unsur utama yaitu adanya reward/penghargaan,
punishmenthukuman dan pengetahuan/pendidikan. Selain itu,
pemberian reward dan punishment juga harus dilakukan dengan adil.

2. Middle Theory.

Dari grand theory yang telah dipilih, penulis akan
menjelaskan beberapa middle theory sebagai pisau analisis untuk
menjawab pokok-pokok persoalan yang timbul dari pemilihan
grand theory sebelumnya. Adapun middle theory yang digunakan
adalah sebagai berikut:

21 Teori Penguatan Positif (Positive Reinforcement
Theory)

Teori Penguatan Positif (Positive Reinforcement

Theory) dikemukakan oleh psikolog asal Amerika, B.F.

Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku yang diiringi

dengan penguatan atau hadiah positif akan cenderung




2.2

diulang dan dipertahankan, sedangkan perilaku yang diiringi
dengan hukuman atau konsekuensi negatif cenderung akan
dihentikan atau dikurangi.

Menurut teori penguatan positif, perilaku karyawan
yang diinginkan dan positif, seperti karyawan yang disiplin,
produktif, atau berinovasi, dapat dipertahankan dengan
memberikan penguatan positif dalam bentuk apresiasi,
pengakuan, hadiah, atau kenaikan gaji. Sementara perilaku
yang tidak diinginkan dan negatif, seperti karyawan yang
sering terlambat atau tidak mematuhi peraturan, dapat
dikurangi dengan memberikan sanksi atau hukuman yang

sesuai.

Punitive/Punishment Theory/Teori Hukuman

Teori Hukuman dalam Penegakan Disiplin telah
dituangkan oleh Michel Foucault pada bukunya Discipline
and Punish: The Birth of the Prison pada tahun 1975.
Foucault berpendapat bahwa sistem hukum dan penjara
berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemelihara disiplin
masyarakat.

Menurut Foucault, teori hukuman dalam penegakan
disiplin menganggap hukuman sebagai sarana untuk
menciptakan ketertiban sosial dan menjaga perilaku yang
sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu
contoh penerapan teori hukuman dalam penegakan disiplin
adalah dengan memberikan program pelatihan atau
pendidikan kepada narapidana untuk membantu mereka
memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan peluang
mereka untuk bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Hal ini juga membantu mereka untuk memperoleh
penghasilan secara halal dan meningkatkan tingkat

pekerjaan di masyarakat.




2.3

2.4

Behavior Theory/Teori Perilaku

Behavior Theory/Teori Perilaku yang dipelopori oleh
B.F. Skinner, seorang psikolog Amerika yang terkenal,
menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh
lingkungan dan pembelajaran. Teori ini mengatakan bahwa
perilaku seseorang dapat diubah melalui perubahan
lingkungan, pelatihan, dan penguatan positif. Skinner juga
mengembangkan suatu konsep yang dikenal sebagai
"operant conditioning' atau "penguatan tindakan", yang
menggambarkan bagaimana perilaku seseorang dapat
ditingkatkan atau diubah dengan memberikan penguatan
atau hukuman.

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan karyawan,
teori perilaku ini dapat diterapkan dengan memberikan
penguatan positif kepada para karyawan yang berhasil
mencapai target atau meraih prestasi tertentu. Penguatan
dalam bentuk pemberian penghargaan, bonus, atau promosi
akan mendorong para karyawan untuk melanjutkan perilaku
yang diinginkan.

Secara keseluruhan, Teori Perilaku atau Behavior
Theory yang dipelopori oleh B.F. Skinner memberikan
kontribusi besar dalam pemikiran peningkatan kinerja baik di
bidang bisnis maupun pendidikan. Pemahaman akan
perilaku manusia dapat membantu dalam membangun
lingkungan yang kondusif dan memberikan penguatan yang

tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Justice Theory/Teori Keadilan

Justice Theory/Teori Keadilan yang diusulkan oleh
Colquitt mendasarkan pendekatannya pada prinsip keadilan
dalam penegakan disiplin. Menurut teori ini, penegakan
disiplin harus adil dan transparan, sehingga setiap orang

yang terlibat merasa dihargai dan diperlakukan secara




3.

sama. Teori Keadilan mencoba menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan ketidakadilan dalam organisasi dan
bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku dan kepuasan
karyawan.

Dalam konteks anggota Polri, penegakan disiplin
yang adil dan transparan sangat penting untuk membangun
rasa kepercayaan publik. Setiap anggota Polri harus tunduk
pada prosedur yang ditetapkan dan menjalankan tugas
mereka dengan integritas dan profesionalisme. Namun, jika
diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka
penegakan disiplin harus dilakukan dengan adil untuk
memastikan kepercayaan publik terjaga.

Konsep keadilan dapat diterapkan dalam penegakan
disiplin kepolisian dengan memastikan bahwa prosedur dan
sanksi yang diberikan sama bagi semua anggota. Hal ini
meliputi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan
disiplin, yaitu memastikan bahwa ada proses yang jelas dan
terbuka untuk menyelesaikan masalah dan menegakkan
aturan.

Secara umum, teori keadilan (Justice Theory) dapat
diaplikasikan dalam berbagai organisasi, termasuk dalam
penegakan disiplin anggota Polri. Dalam konteks Polri,
penegakan disiplin yang adil dan transparan akan
membantu membangun citra dan kepercayaan publik, serta

memastikan profesionalisme dan integritas anggota Polri.

Applied Theory.
3.1 Teori SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats)
Teori SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) adalah salah satu alat analisis bisnis yang
digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman dalam sebuah perusahaan. Pada




10

tahun 1960, Albert Humphrey dan timnya dari Stanford
Research Institute (SRI) mengembangkan SWOT Analysis
sebagai alat analisis bisnis. Akan tetapi, dalam
penggunaannya, teori SWOT dapat juga digunakan oleh
instansi pemerintah seperti Polri untuk menggembangkan
strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat.

Pertama, kekuatan (strengths) adalah aspek positif
dari perusahaan yang bisa menjadi keuntungan kompetitif
dengan dibangunnya strategi bisnis yang sesuai. Dalam
konteks ini, kekuatan bisnis bisa berkaitan dengan brand
image, kualitas produk, atau kompetensi karyawan yang
dimiliki perusahaan. Dalam mengevaluasi kekuatan bisnis,
perusahaan sebaiknya mempertimbangkan aspek yang
benar-benar unggul dan memiliki nilai tambah bagi
konsumen.

Kedua, kelemahan (weaknesses) merupakan aspek
negatif atau kurang unggul dari perusahaan. Kekurangan ini
bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya
kapasitas produksi, atau kurangnya fasilitas produksi.
Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi diri secara jujur
dan objektif dalam mengidentifikasi kelemahan bisnis yang
ada.

Ketiga, peluang (opportunities) adalah faktor
eksternal yang bisa dimanfaatkan atau diambil keuntungan
dari perusahaan. Peluang bisa berupa perubahan tren pasar
atau adanya inovasi teknologi baru yang dapat
meningkatkan kemampuan bisnis perusahaan. Dalam
memanfaatkan  peluang bisnis, perusahaan perlu
memperhatikan aspek eksternal yang mempengaruhi
strategi bisnis.

Keempat, ancaman (threats) adalah faktor eksternal

yang bisa menjadi hambatan atau ancaman bagi
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perusahaan. Ancaman bisa berasal dari persaingan bisnis
yang semakin ketat atau kondisi ekonomi yang sedang
menurun. Perusahaan perlu mampu menganalisis ancaman
yang ada dan melakukan pengembangan strategi untuk
mengatasi kendala tersebut sehingga perusahaan dapat
tetap bertahan.

Analisis Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal
(IFAS - EFAS) serta formulasi Strategi (SFAS)

Analisis Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal
(IFAS - EFAS) serta formulasi Strategi (SFAS) dapat
diterapkan dalam tugas Polri. Dalam konteks ini, IFAS dan
EFAS dapat membantu Polri untuk menganalisis faktor-
faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas Polri. Sementara itu, SFAS dapat
membantu Polri dalam merumuskan strategi yang sesuai
dengan kondisi lingkungan kepolisian saat ini.

Pertama, analisis IFAS digunakan  untuk
menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi
kinerja Polri. Faktor-faktor internal yang dimaksud di sini
dapat berupa konsep manajemen 5M (Man, Money,
Machine, Material dan Method). Melalui analisis IFAS, Polri
dapat mengevaluasi kemampuan internal untuk memilih
strategi yang paling efektif dalam mengatasi masalah yang
dihadapi dalam tugas pokok dan fungsi Polri.

Kedua, analisis EFAS digunakan untuk menganalisis
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Polri.
Faktor-faktor eksternal yang dimaksudkan di sini dapat
dianalisa mengguankan konsep PESTEL (Political,
Economic, Social, Technological, Environmental dan Legal).
Melalui analisis EFAS, Polri dapat menganalisis ancaman

dan peluang yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dapat
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menemukan strategi yang efektif dalam memenuhi tugas
pokok dan fungsi Palri.

Ketiga, formulasi strategi (SFAS) adalah tahap di
mana Polri merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis
IFAS dan EFAS. Melalui SFAS, Polri dapat memilih strategi
yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan internal dan
mengatasi ancaman eksternal yang muncul. Dalam hal ini,
setelah mengidentifikasi faktor kunci dalam IFAS dan EFAS,
Polri dapat membuat prioritas strategis dalam rangka

mencapai tugas pokok dan fungsi Polri.

C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

1.

Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam pengumpulan data, perlu dianalisis pengaruh
lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan
konsep strategic analysis digunakan untuk menganalisis
lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES)
dan Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES)
dianalisis dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk
memahami lingkungan politikk, ekonomi, sosial budaya,
lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal (OHA)
dianalisis menggunakan konsep manajemen 5M untuk
mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Setelah  melakukan  Environmental Scanning dan
Organization Health Audit, analisis dilakukan terhadap faktor-
faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi peluang atau
ancaman. Peluang merupakan faktor positif yang di luar kendali
organisasi dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk
memanfaatkannya. Sedangkan ancaman adalah faktor negatif
yang berada di luar kendali organisasi dan dapat menjadi
penghambat atau mendatangkan resiko tertentu bagi organisasi.
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Analisis data/fakta.

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT dengan memilih
faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi,
masing-masing 5 faktor. Analisis ini bertujuan untuk mendukung
perumusan strategi umum/generic strategy dengan melihat
fakta yang

mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Analisis SWOT

berbagai lingkungan eksternal dan internal
meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu

diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi.

Metode penelitian.

Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) yang
bersifat pemecahan masalah, digunakan metode deskriptif
analisis secara komprehensif dan integral. Pendekatan
pemecahan masalah terlihat dari sisi mana titik berat penulis
dalam merumuskan pemecahan masalah yang sesuai dengan

pokok persoalan yang ditentukan.

Kerangka Berpikir.
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BAB Il
PEMBAHASAN

Kondisi Faktual kelompok kata ke-3.

Dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)
pada tanggal 09 April 2023, skor kepercayaan masyarakat terhadap
Polri yaitu sebesar 63%. Sedangkan sebelumnya, rilis survei LS| pada
bulan Februari 2023, Polri mendapatkan skor 61%. Walaupun telah
terjadi kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri, Polri tetap
menduduki urutan kementerian/lembaga penegak hukum paling bawah
dibandingkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pengadilan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gambar 3.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Penegak Hukum

Cukup/sangat Percaya

Mei22 urzz ok Jan'23 Feb'23 Aprz3
—e—Pengadilan —+—Kejaksaan Agung

» Komisi Pemberantasan Korugsi (KPK)  —+—Kepolisian Republik Indoessi {Polri)

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Kondisi Faktual kelompok kata ke-2.

Kinerja penegakan hukum paolres Muara Enim secara umum
dapat dikategorikan baik karena prosentase penyelesaian perkara
pada tahun 2020 s.d. 2022 selalu di atas 80%. Walaupun secara faktual
mengalami penurunan jumlah penyelesaian perkara sebelum

kemunian naik kembali pada tahun 2022 sebagaimana data berikut ini:

Tabel 3.1 Data Trend Gangguan Kamtibmas Tahun 2020 s.d. 2022

Tahun
2021 [ 2022

2020

No Uraian I

14
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1. [JUMLAH TP (CRIME 537 KSS | 500 KSS | 447 KSS
TOTAL)

2. | PENYELESAIAN TP 457 KSS | 413KSS | 457 KSS

3. | PROSENTASE 85,10 % 82,6 % | 102,23%
PENYELESAIAN TP (CRIME
CLEARED RATE )

Sumber: Data Gangguan Kamtibmas Polres Muara Enim

Kondisi Faktual kelompok kata ke-1.

Penegakan disiplin anggota Polri telah dilaksanakan oleh polres

Muara Enim

Tabel 3.2 Data Pelanggaran Disiplin Tahun 2020 s.d. 2022

No Uraian Tahun
2020 2021 2022
1. | Jumlah pelanggaran disiplin 3 KSS 4 KSS 2KSS
2. | Jumlah anggota Polri yang 4 Angt 5 Angt 2 Angt
terlibat

Sumber: Data Pelanggaran Disiplin Polres Muara Enim

Berdasarkan uraian-uraian kondisi faktual di atas, dapat

dijabarkan persoalan-persoalan serta faktor-faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Persoalan.
1.1Penerapan pemberian penghargaan sebagai
penegakan disiplin

upaya

Pemberian penghargaan dapat menjadi salah satu

upaya dalam penegakan disiplin di polres Muara Enim. Dalam

konteks ini, penghargaan diberikan sebagai

bentuk

pengakuan terhadap kinerja yang baik dan sikap disiplin yang
dipegang oleh anggota polres Muara Enim. Pemberian
penghargaan akan memberikan sinyal positif kepada anggota
bahwa polres Muara Enim mengapresiasi pekerjaan dan nilai-
nilai positif yang dimiliki.

Sebagai contoh, penghargaan dapat diberikan kepada
anggota yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi atau
melakukan pengungkapan kasus yang cukup besar dan
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menjadi perhatian masyarakat. Penghargaan tersebut dapat
berupa paigam penghargaan ataupun rekomendasi kenaikan
pangkat luar biasa atau prioritas untuk sekolah.

Dalam hal ini, pemberian penghargaan dapat menjadi
salah satu upaya dalam rangkaian strategi penegakan disiplin
di tempat kerja. Hal ini diharapkan akan meningkatkan
motivasi dan semangat kerja anggota, serta dapat
memperbaiki budaya disiplin di lingkungan kerja polres Muara

Enim secara keseluruhan.

1.2Penerapan pemberian hukuman sebagai upaya

penegakan disiplin

Pemberian hukuman merupakan salah satu upaya
dalam penegakan disiplin di polres Muara Enim. Hukuman ini
dapat diberikan sebagai bentuk sanksi bagi anggota yang
melanggar aturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003. Penerapan
hukuman yang tepat dan proporsional akan memberikan efek
jera pada anggota dan berfungsi sebagai efek detterent bagi
anggota lain untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman atas pelanggaran disiplin anggota yang telah
diterapkan di polres Muara Enim antara lain berupa teguran
tertulis, mutasi bersifat demosi, penempatan pada tempat
khusus selama 7 s.d 21 hari, serta penundaan mengikuti
pendidikan selama 1 (satu) tahun.

Dalam penerapannya, Kapolres harus dapat
memastikan bahwa hukuman diberikan secara konsisten dan
tidak diskriminatif. Pemberian hukuman juga harus dilakukan
dengan memperhatikan hak anggota dan peraturan-peraturan
yang berlaku.

Dengan penerapan yang tepat dan Kkonsisten,
pemberian hukuman dapat meningkatkan kesadaran dan

tanggung jawab anggota dalam mematuhi aturan dan
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kebijakan pimpinan, serta membantu membangun budaya
kerja yang lebih disiplin dan produktif sehingga dapat

meningkatkan kinerja.

1.3Pemberian pendidikan sebagai upaya penegakan disiplin

Pada umumnya, pemberian pendidikan atau pelatihan
merupakan salah satu upaya efektif dalam penegakan disiplin
di tempat kerja. Disiplin kerja yang baik biasanya
diasosiasikan dengan karyawan yang memiliki pemahaman
yang baik tentang tugas, tujuan, serta nilai-nilai perusahaan
Demikian halnya di Polres Muara Enim, bahwa apabila
anggota diberi pendidikan/pengetahuan maka akan dapat
meningkatkan disiplin anggota. Pelatihan dapat memperkuat
pengetahuan dan keterampilan anggota dalam memahami
aturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di polres Muara
Enim.

Pada umumnya, pelatihan disiplin kerja meliputi hal-hal
seperti pengenalan budaya kerja organisasi, mulai dari tata
cara berpakaian/seragam kepolisian (gampol), kedisiplinan
waktu, etika kerja, serta aturan dan kebijakan yang berlaku di
Polres Muara Enim. Pelatihan juga dapat diadakan untuk
mengurangi peluang adanya pelanggaran aturan karena
anggota sudah diberikan pengetahuan di mana berfungsi juga
sebagai pengingat agar taat aturan.

Dengan memberikan pelatihan secara teratur dan
memberikan pemahaman yang baik tentang tugas, tujuan,
serta nilai-nilai budaya organisasi, anggota akan lebih
memahami pentingnya kedisiplinan dan merasa diberi
dukungan. Sejalan dengan itu, pelatihan juga dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan karyawan,
yang dapat mengurangi risiko pelanggaran aturan di tempat
kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja.
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi.
2.1 Faktor Eksternal.
21.1 Peluang.

a.

C.
d.
e.

Adanya pengawasan dari pihak LSM atau Police
Watch.

Penggunaan media sosial sebagai sarana
pengawasan dari masyarakat.

Adanya program Hoegeng Award.

Program revolusi mental pemerintah pusat.
Program Zona Integritas.

2.1.2 Ancaman

a.

d.

e.

Adanya dukungan atau kekuasaan yang lebih
besar terhadap pelanggar disiplin sehingga
membuat penerapan hukuman menjadi lebih
sulit.

Rendahnya kepercayaan masyarakat.

Adanya konflik kepentingan antara individu
dengan kepentingan kelompok.

Belum ada kerjasama dengan LSM/Police Watch.

Belum ada dukungan pemerintah daerah.

2.2 Faktor Internal.
2.2.1 Kekuatan.

a.

Adanya pengawasan atau monitoring oleh Seksi
Propam.

Adanya penghargaan yang diberikan untuk
individu yang berprestasi.

Ketersediaan akses informasi serta sosialisasi
dengan aturan yang ada dapat membantu
individu memahami dan mematuhi disiplin yang
sudah ditetapkan.

Adanya Wistleblowing System untuk melaporkan
pelanggaran disiplin anggota.
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Adanya aturan yang jelas terkait hukuman atau
sanksi yang tegas untuk pelanggaran disiplin
sesuai PP No. 2 tahun 2003.

2.2.2 Kelemahan.

a.

Kurangnya kesadaran atau pemahaman
anggota.

Keterbatasan sumber daya atau anggaran Seksi
Propam.

Kebijakan pimpinan yang ambigu.

Adanya ketidakadilan dalam penegakan disiplin,
seperti adanya diskriminasi dan  konflik
kepentingan.

Kehilangan kepercayaan dan motivasi dari

anggota.




20

BAB IV
PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Strategi.

Analisa strategi/strategic analysis digunakan untuk menganalisis
lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES) dan
Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis
dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk memahami
lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum.
Sedangkan lingkungan internal (OHA) dianalisis untuk mengetahui dan
mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Eksternal
1.1 External Factors Analysis Summary (EFAS).

EFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan
untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kondisi
organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor
eksternal  yang mempengaruhi berbagai aspek
keberlangsungan organisasi. Dalam metode EFAS, analisis
dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan
bobot pada AHP Faktor Eksternal) pada berbagai faktor
eksternal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor
peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan
ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap

kondisi eksternal organisasi.

Tabel 4.1 External Factors Analysis Summary (EFAS)

I N N A R

Adanya pengawasan dari pihak LSM 0,100 8,000 0,803
atau Police Watch

2. Penggunaan media sosial sebagai 0,080 7,000 0,561
sarana pengawasan dari masyarakat
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3. Keberanian masyarakat untuk 0,094 8,000 0,752
melaporkan pelanggaran disiplin
anggota

4. Program revolusi mental pemerintah 0,108 8,000 0,865
pusat

5 Program Zona Integritas 0,117 8,000 0,940

Sub Total 0,500 3,920
1. Adanya dukungan atau kekuasaan 0,062 2,000 0,124

yang lebih besar terhadap pelanggar
disiplin sehingga membuat penerapan
hukuman menjadi lebih sulit

2. Rendahnya kepercayaan masyarakat 0,078 3,000 0,234
3. Adanya konflik kepentingan antara 0,118 3,000 0,355
individu dengan kepentingan
kelompok
4. Belum ada kerjasama dengan 0,149 3,000 0,448
LSM/Police Watch
5. Belum ada dukungan pemerintah 0,092 2,000 0,184
daerah
Sub Total 0,500 1,346
Total EFAS 1,000 5,266

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, faktor-faktor
lingkungan eksternal yang telah diberi bobot dan rating
menghasilkan skor total EFAS sebesar 5,266.

1.2 Analytical Hierarchy Process (AHFP) Faktor Eksternal.
AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang
digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal, baik dalam

bentuk peluang (Opportunities) maupun ancaman ( Threats).

Tabel 4.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Eksternal

o | paumg ] A | ] © | o | & Lewol
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- Adanya pengawasandari 1,000 1,400 1,167 0,857 0,750 0,100
pihak LSM atau Police
Watch (A)

2. Penggunaan media 0,714 1,000 0,857 0,750 0,750 0,080
sosial sebagai sarana
pengawasan dari
masyarakat (B)

3. Keberanian masyarakat 0,857 1,167 1,000 0,875 0875 0,094
untuk melaporkan
pelanggaran disiplin
anggota (C)

4. Program revolusi mental 1,167 1,383 1,143 1,000 0,875 0,108
pemerintah pusat (D)

54 Program Zona Integritas 1,333 1,333 1,143 1,143 1,000 0,117
(E)

Sub Total 0,500

o x Lo L e Lo | < Loom

Adanya dukungan atau 1,000 0,667 0500 0667 0500 0,062
kekuasaan yang lebih

besar terhadap

pelanggar disiplin

sehingga membuat

penerapan hukuman

menjadi lebih sulit (A)

2. Rendahnya kepercayaan 1,500 1,000 0,500 0,667 0,750 0,078
masyarakat (B)

3. Adanya konflik 2,000 2,000 1,000 0500 1,500 0,118
kepentingan antara
individu dengan
kepentingan kelompok

©

4, Belum ada kerjasama 1,500 1,500 2,000 1,000 2,000 0,149
dengan LSM/Police
Watch (D)

5% Belum ada dukungan 2,000 1,333 0,667 0500 1,000 0,092

pemerintah daerah (E)
Sub Total 0,500

Tabel 4.2 di atas merupakan nilai-nilai hasil
perbandingan berpasangan faktor-faktor eksternal berupa

peluang dan ancaman sehingga menghasilkan bobot masing-
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masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel EFAS
sebelumnya.

2. Faktor Internal
2.1 Internal Factors Analysis Summary (IFAS).

IFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan
untuk melakukan evaluasi internal terhadap kondisi
organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor
internal yang mempengaruhi berbagai aspek
keberlangsungan organisasi. Dalam metode IFAS, analisis
dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan
bobot pada AHP Faktor Internal) pada berbagai faktor internal
dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan
menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan
analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi

internal organisasi.

Tabel 4.3 Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

o T [

Adanya pengawasan atau monitoring 0,095 7,000 0,663
oleh Seksi Propam

2. Adanya penghargaan yang diberikan 0,117 8,000 0,936
untuk individu yang berprestasi

3. Ketersediaan akses informasi serta 0,103 8,000 0,821
sosialisasi dengan aturan yang ada
dapat membantu individu memahami
dan mematubhi disiplin yang sudah

ditetapkan

4. Adanya Wistleblowing System untuk 0,083 6,000 0,498
melaporkan pelanggaran disiplin
anggota

5 Adanya aturan yang jelas terkait 0,103 8,000 0,822

hukuman atau sanksi yang tegas
untuk pelanggaran disiplin sesuai PP
No. 2 tahun 2003
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Sub Total 0,500 3,739
No. Kelemahan Bobot mm
1. Kurangnya kesadaran atau 0,061 2,000 0,122
pemahaman anggota
2. Keterbatasan sumber daya atau 0,122 3,000 0,366
anggaran Seksi Propam
3. Kebijakan pimpinan yang ambigu 0,114 3,000 0,342
4. Adanya ketidakadilan dalam 0,087 3,000 0,261

penegakan disiplin, seperti adanya
diskriminasi dan konflik kepentingan

5 Kehilangan kepercayaan dan motivasi 0,116 2,000 0,232
dari anggota

Sub Total 0,500 1,323

Total EFAS 5,062

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas, faktor-faktor
lingkungan internal yang telah diberi bobot dan rating

menghasilkan skor total IFAS sebesar 5,062.

2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang
digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi lingkungan internal, baik dalam bentuk
kekuatan (Strength) maupun kelemahan (Weakness).

Tabel 4.4 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal

mmnnnnﬂ

Adanya pengawasan 1,000 0,750 0,750 1,167 1,167 0,095
atau monitoring oleh
Seksi Propam

2. Adanya penghargaan 1,333 1,000 1,143 1,333 1,143 0,117
yang diberikan untuk
individu yang berprestasi

3. Ketersediaan akses 1,333 0,875 1,000 1,167 0,857 0,103
informasi serta
sosialisasi dengan aturan
yang ada dapat




membantu individu
memahami dan
mematuhi disiplin yang
sudah ditetapkan

4. Adanya Wistleblowing
System untuk
melaporkan pelanggaran
disiplin anggota

= Adanya aturan yang jelas

terkait hukuman atau
sanksi yang tegas untuk
pelanggaran disiplin
sesuai PP No. 2 tahun
2003

Sub Total
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0,857

0,857

0,750

0,875

0,857 1,000 0,750 0,083
1,167 1333 1,000 0,103
0,500

T S A N NN A

Kurangnya kesadaran
atau pemahaman
anggota

2. Keterbatasan sumber
daya atau anggaran
Seksi Propam

3. Kebijakan pimpinan yang
ambigu

4, Adanya ketidakadilan
dalam penegakan
disiplin, seperti adanya
diskriminasi dan konflik
kepentingan

= Kehilangan kepercayaan
dan motivasi dari
anggota

Sub Total

Tabel

1,000

1,333

2,000

2,000

2,000

4.4 di

0,750

1,000

0,750

0,750

0,750

atas

0,500 0500 0,500 0,061
1,333 1,333 1,333 0,122
1,000 2,000 0,750 0,114
0,500 1,000 0,750 0,087
1,333 1333 1,000 0,116
0,500

merupakan nilai-nilai  hasil

perbandingan berpasangan faktor-faktor internal berupa

kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan bobot

masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel IFAS

sebelumnya.
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3. Analisis Posisi Organisasi.
Setelah EFAS dan IFAS dihitung berdasarkan tabel 4.1 dan 4.3
di atas, posisi organisasi dapat ditentukan sesuai dengan gambar
berikut ini:

Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi

INTERNAL

KUAT SEDANG LEMAH
9 b 5062 3 0
E 1 crowtH 2 qrowTH FRETRENCHMENT
E Konsentrasi K h
melaksl melalul ( Berbenah Diri )
e Integrasi Vertikal Integrasi Horizontal
6
K . 4 CAREFULLY 5.2 ﬂOWTH BRETRENCHMENT
S = nsentrasi
T| 25266 ‘melaluj Captive
el Berhat - 1 ntegrasi Horizontal txewﬂknmna
HE erhati - hati S STABLITY
Organisasi tidak
N 3 melakukan perubahan
: 7 GROWTH 8 GROWTH PETRENCHMENT
£ Diversifikasi Diversifikasi
= 5 -
s Kensentrik Konglomerasi Likuidasi

0

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dengan nilai EFAS sebesar
5,266 dan IFAS sebesar 5,062, posisi organisasi dinyatakan
berada pada sel 5a. Artinya, kondisi organisasi dikatakan sedang-
sedang saja. Lingkungan eksternal memberikan peluang yang
sedang-sedang saja, sementara secara internal organisasi
memiliki kekuatan yang juga sedang-sedang saja. Karena posisi
organisasi berada di kuadran 5a (Strategi Integrasi Horizontal),
maka dalam bahasa operasional, kata yang digunakan adalah
OPTIMALISASI.

4. Faktor Strategi.
Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).
Berdasarkan perhitungan EFAS dan IFAS sebelumnya, maka
penulis mengambil 10 strategi yang nilai bobotnya 0,110 atau di
atasnya. Apabila belum cukup 10 strategi maka ditambah yang
memiliki bobot rendah dan kemudian atas penilaian profesional
jugdement penulis merupakan hal yang strategis.
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Tabel 4.5 SFAM (Strategic Factors Assessment Matrix)
STRATEGIC FACTORS ASSESSMENT MATRIX

-

SKALA DAMPAK

~

5 (]
KEMUNGKINAN TERJADI

Tabel 4.6 SFAS (Strategic Factors Analysis Summary)

H Faktor-Faktor Strategi Kunci Probabllnty Jangka

Program Zona Integritas 8 56 ---

2. Adanya konflik kepentingan
antara individu dengan 8 8 64
kepentingan kelompok

3. Belum ada kerjasama dengan

LSM/Police Watch S 8 40
4, Adanya penghargaan yang
diberikan untuk individu yang 6 6 36

berprestasi

59 Keterbatasan sumber daya atau
anggaran Seksi Propam

o
8

w
~
N
-

6. Kebijakan pimpinan yang ambigu 5

7. Kehilangan kepercayaan dan
motivasi dari anggota

8. Kurangnya kesadaran atau
pemahaman anggota
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10.
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Adanya dukungan atau

kekuasaan yang lebih besar

terhadap pelanggar disiplin 3 5 15
sehingga membuat penerapan

hukuman menjadi lebih sulit

Berdasarkan perhitungan antara probability dan impact yang

menghasilkan nilai score maka penentuan strategi jangka pendek,

jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:

a.

Nilai median yaitu skor tertinggi 64 dikurangi skor terendah
15 dibagi 3 sama dengan 16,333.
Strategi jangka pendek: 15 + 16,333
strategi jangka pendek 15 s/d 31,333.
Strategi jangka panjang. 64 — 16,333

31,333; Range

47 667; Range
strategi jangka panjang 47,667 s/d 64.

Strategi jangka sedang yaitu di antara jangka pendek dan
jangka panjang; Range jangka sedang 31,333 s/d 47,667.

Formulasi Strategi.

1.

3.

Visi.

“Peningkatan kepercayaan masyarakat dengan

meningkatkan kinerja penegakan hukum Polres Muara Enim

melalui optimalisasi penegakan disiplin anggota Polri”

Misi.

2.1 Memantapkan penerapan pemberian penghargaan sebagai
upaya penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.

2.2 Memantapkan penerapan pemberian hukuman sebagai
upaya penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.

2.3 Memantapkan pemberian pendidikan sebagai upaya
penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.

Tujuan.

3.1 Tercapainya penerapan pemberian penghargaan sebagai

upaya penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.
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3.2 Tercapainya penerapan pemberian hukuman sebagai upaya
penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.

3.3 Tercapainya pemberian pendidikan sebagai upaya
penegakan disiplin Polri di Polres Muara Enim.

Kebijakan

Mengoptimalkan penegakan disiplin anggota Polres Muara
Enim dengan pemberian penghargaan, hukuman, dan
pengetahuan/pendidikan yang berpedoman kepada UU RI No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri
nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran Disiplin
Anggota Polri.

Strategi.

Berdasarkan gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa
organisasi berada di kuadran 5a, yang mengindikasikan bahwa
organisasi sedang fokus pada integrasi horizontal. Untuk
mengatasi situasi seperti ini, organisasi perlu meningkatkan upaya
koordinasi dengan stakeholder yang memiliki sumber daya yang
relevan guna mendukung program kepolisian. Dalam hal ini,
strategi umum yang digunakan adalah optimalisasi.

Implementasi Strategi.

Pengimplementasian strategi merupakan langkah penting yang

melibatkan unsur strategis, adaptif, visioner; dan dapat dioperasikan

secara konkret. Beberapa hal yang termasuk dalam gagasan tentang

pengimplementasian strategi adalah formula alternatif strategi,

penetapan sasaran strategis, program, serta indikator kinerja program.

Jangka Pendek (0 - 3 Bulan)

1.1 Strategi : Mengatasi keterbatasan sumber daya atau
anggaran Seksi Propam
1.1.1 Sasaran : Menambah personel dan anggaran.

1.1.2 Program.




1.2

1.3

1.4
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a. Melakukan mutasi anggota ke Seksi Propam.
b. Mengusulkan peningkatan anggaran.
1.1.3 Indikator Kinerja Program.
a. Anggota Seksi Propam bertambah.
b. Anggran Seksi Propam bertambah.
Strategi : Menghilangkan kebijakan pimpinan yang ambigu.
1.2.1 Sasaran : Menghilangkan kebijakan pimpinan yang
ambigu.
1.2.2 Program.
a. Membuat kebijakan/aturan tertulis.
b. Menghilangkan kebijakan tak tertulis.
1.2.3 Indikator Kinerja Program.
a. Terbitnya kebijakan/aturan Kapolres yang tertulis.
b. Kebijakan tak tertulis tidak ada lagi.
Strategi : Menumbuhkan kepercayaan dan motivasi dari
anggota
1.3.1 Sasaran : Tumbuh kepercayaan dan motivasi anggota
1.3.2 Program.
a. Sosialisasi aturan terkait disiplin anggota Polri.
b. Upacara pemberian penghargaan.
1.3.3 Indikator Kinerja Program.
a. Peningkatan hasil post test sosialisasi aturan
dibandingkan hasil pre test
b. Beberapa kali upacara pemberian penghargaan
kepada anggota yang berprestasi.
Strategi : Memohon dukungan pemerintah daerah kepada
Polres Muara Enim
1.4.1 Sasaran : Mendapatkan dukungan dari Pemerintah
Daerah Muara Enim.
1.4.2 Program.
a. MoU terkait bantuan hibah anggaran dan
pelatihan.

b. Kegiatan bersama




1.5
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1.4.3 Indikator Kinerja Program.
a. Terbit MoU antara Polres dan Pemda.
b. Beberapa kali kegiatan anggota Polres dengan
PNS Pemda.
Strategi : Meniadakan kekuasaan yang lebih besar terhadap
pelanggar disiplin yang membuat penerapan hukuman
menjadi sulit
1.5.1 Sasaran : Sidang disiplin terlaksana
1.5.2 Program.
a. Pelimpahan sidang di tingkat Polda.
b. Adanya sarana laporan di tingkat Polda terkait
hambatan yang melibatkan kekuasaan di atas
Kapolres
1.5.3 Indikator Kinerja Program.
a. Sidang disiplin ditarik ke Polda
b. Ada mekaninsme sejenis Wistleblowing System

khusus di Propam Polda

2. Jangka Sedang (0 — 6 Bulan)

2.1

2.2

Strategi : Mengadakan kerjasama dengan LSM/ Police Watch
2.1.1 Sasaran : Tercapainya kerjasama dengan LSM/Police
Watch dalam bentuk MoU.
2.1.2 Program.
a. Pembuatan MoU dengan LSM/Police Watch terkait
pengawasan disiplin anggota Polres Muara Enim.
2.1.3 Indikator Kinerja Program.
a. Terbitnya MoU dengan LSM/Police Watch terkait
pengawasan disiplin anggota Polres Muara Enim.
Strategi : Penambahan jumlah penghargaan yang diberikan
untuk individu yang berprestasi
2.2.1 Sasaran : Meningkatkan jumlah  pemberian
penghargaan kepada anggota yang berprestasi.
2.2.2 Program.
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a. Penambahan jumlah penyerahan piagam
penghargaan.
b. Upacara pemberian penghargaan.
2.2.3 Indikator Kinerja Program.
a. Jumlah penyerahan piagam penghargaan
bertambah.
b. Pelaksanaan upacara pemberian penghargaan
bertambah.
2.3 Strategi : Peningkatan kesadaran atau pemahaman anggota
terkait peratuaran disiplin.
2.3.1 Sasaran : Meningkatkan kesadaran atau pemahaman
anggota terkait peratuaran disiplin.
2.3.2 Program.
a. Sosialisasi rutin terkait pengetahuan peraturan
disiplin anggota.
b. Tes dadakan terkait pengetahuan peraturan
disiplin anggota.
2.3.3 Indikator Kinerja Program.
a. Sosialisasi terkait pengetahuan peraturan disiplin
anggota sebulan sekali.
b. Tes dadakan terkait pengetahuan peraturan

disiplin anggota sebulan sekali

3. Jangka Panjang (0 — 12 Bulan)
3.1 Strategi : Pelaksanaan program Zona Integritas di Pores

Muara Enim.

3.1.1 Sasaran : Menjadikan Polres Muara Enim WBK dan
WBBK.

3.1.2 Program.
a. Menjadikan Polres Muara Enim WBK.
b. Meningkatkan status WBK menjadi WBBK.

3.1.3 Indikator Kinerja Program.
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a. Polres Muara Enim menjadi Wilayah Bebas
Korupsi.
b. Polres Muara Enim Menjadi Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.
3.2 Strategi : Menghilangkan konflik kepentingan antara individu
dengan kepentingan kelompok
3.2.1 Sasaran : Menegakan aturan sehingga tidak timbul
konflik antara individu dengan kelompok.
3.2.2 Program.
a. Penegakan aturan terkait disiplin anggota Polri.
b. Penguatan aplikasi Wistleblowing System.
3.2.3 Indikator Kinerja Program.
a. Tegaknya aturan disiplin di Polres Muara Enim.
b. Pengguna aplikasi  Wistleblowing  System
bertambah.

D. Evaluasi dan Pengendalian.
1. Komunikasi dan Konsultasi;

Proses Manajemen Risiko di Polres Muara Enim dilakukan
oleh Kapolres Muara Enim, dan tahapan-tahapannya terkait antara
satu dengan yang lain seperti yang terlihat pada tabel di lampiran
pada naskah ini. Komunikasi dan konsultasi memainkan peran
penting di dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
Komunikasi melibatkan pertukaran informasi yang terbuka dan
jelas antara semua pihak yang terlibat, sedangkan konsultasi
melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Polres Muara
Enim menggunakan jadwal rapat berkala, insidental, FGD, dan
penggunaan informasi manajemen risiko dalam matriks, yang

dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di lampiran naskah ini.

2. Penetapan Konteks;
Penetapan konteks dilakukan untuk memahami lingkungan

dan bawahan penerapan manajemen risiko pada UPR tertentu. Hal
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ini termasuk mencakup sasaran dan proses organisasi, struktur
manajemen risiko, daftar pemangku kepentingan, dan daftar
peraturan perundang-undangan yang terkait. Informasi yang lebih
rinci tentang penetapan konteks dapat ditemukan pada tabel yang

tercantum dalam lampiran naskah.

Identifikasi Resiko;

Identifikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk
mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan
identifikasi risiko, penting untuk menentukan kategori risiko terlebih
dahulu. Setelah itu, hasil identifikasi risiko dicatat dalam formulir
profii dan peta risiko untuk memperlihatkan perinciannya.
Gambaran lebih detail mengenai identifikasi risiko terdapat pada

tabel yang dicantumkan di lampiran naskabh ini.

Analisis Resiko;

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan besarnya
dampak dan tingkat risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara
menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko
berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keefektifan
sistem pengendalian yang ada. Detail melakukan analisis risiko

dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir pada naskah ini.

Evaluasi Resiko;

Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan prioritas risiko,
besarnya risiko tertinggal yang diharapkan, keputusan mitigasi
risiko, dan indikator risiko utama. Evaluasi risiko secara lebih detail

dilakukan melalui tabel yang terlampir pada naskah ini.

Mitigasi Resiko;
Mitigasi risiko merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk

menurunkan atau menjaga besarnya risiko utama hingga mencapai
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level risiko yang diharapkan. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara
mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, mengembangkan
rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana tersebut,
dengan langkah-langkah seperti pemilihan opsi mitigasi risiko dan
penyusunan rencana mitigasi risiko. Detail informasi terkait mitigasi
risiko dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia pada lampiran

naskah ini.

Pemantauan dan Reviu.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan
manajemen risiko berjalan efeklif sesuai dengan rencana, dan
memberikan umpan balk untuk penyempurnaan proses
manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko dilakukan
pada semua tahapan dari Proses Manajemen Risiko, dengan
langkah-langkah pemantauan, peninjauan, audit manajemen risiko,
dan tata kelola manajemen risiko. Detail informasi tentang
pemantauan dan peninjauan risiko dijelaskan secara lebih rinci

dalam tabel di lampiran naskah ini.




A

BAB V
PENUTUP

Simpulan

1.

Pemberian penghargaan dapat menjadi suatu cara dalam
menerapkan disiplin di polres Muara Enim. Ini bertujuan untuk
memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan sikap disiplin
dari para anggota polres tersebut. Penghargaan bisa diberikan
kepada mereka yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi atau
berhasil mengungkap kasus yang sangat penting bagi
masyarakat. Bentuk penghargaannya bisa macam-macam,
seperti piagam atau rekomendasi kenaikan pangkat luar biasa
atau prioritas untuk belajar. Dalam proses penegakan disiplin di
tempat kerja, penghargaan bisa dijadikan sebagai strategi untuk
meningkatkan motivasi dan semangat kerja para anggota, serta
memperbaiki pola disiplin di lingkungan kerja di polres Muara
Enim secara keseluruhan.

Pemberian hukuman adalah salah satu cara yang dapat dilakukan
dalam menerapkan disiplin di polres Muara Enim. Hukuman
tersebut diberikan sebagai tindakan sanksi bagi anggota yang
melanggar aturan disiplin anggota Polri sesuai dengan Peraturan
Pemerintah nomor 2 tahun 2003. Hukuman yang tegas dan
proporsional dapat mempengaruhi anggota dan mencegah
anggota lain untuk melanggar aturan disiplin. Beberapa hukuman
yang diterapkan di polres Muara Enim adalah berupa teguran
tertulis, mutasi demosi, penempatan pada tempat khusus selama
7-21 hari, dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun.
Penegakan hukuman yang konsisten dan tidak diskriminatif harus
dijamin oleh Kapolres.

Pemberian pendidikan atau pelatihan adalah salah satu upaya
efektif dalam meningkatkan disiplin kerja di tempat kerja,
termasuk di Polres Muara Enim. Pelatihan ini dapat memperkuat

pengetahuan dan keterampilan anggota dalam memahami

36




37

aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di sana, serta
mengurangi peluang adanya pelanggaran aturan. Pelatihan
disiplin kerja meliputi pengenalan budaya kerja organisasi,
kedisiplinan waktu, etika kerja, dan aturan serta kebijakan yang
berlaku.

B. Rekomendasi

1.

Pemberian penghargaan dapat diterapkan di Polres Muara Enim
untuk meningkatkan disiplin kerja para anggota. Bentuk
penghargaan bisa berupa piagam bahkan rekomendasi kenaikan
pangkat luar biasa. Hal ini di harapkan dapat memberikan efek
positif kepada anggota dan memperbaiki pola disiplin di
lingkungan kerja di polres Muara Enim secara keseluruhan
Dalam rangka penegakan disiplin di Polres Muara Enim,
pemberian hukuman yang tegas dan proporsional kepada
anggota yang melanggar aturan disiplin Polri harus diterapkan.
Penegakan hukuman yang konsisten dan tidak diskriminatif harus
dijamin oleh Kapolres sehingga dapat membantu membangun
budaya kerja yang lebih disiplin dan produktif sehingga dapat
meningkatkan kinerja.

Rekomendasi kepada Kapolda Suamtera Selatan c¢.q. Kabid
Propam Polda Sumatera Selatan untuk membuat HTCK
penarikan atau pelimpahan sidang disiplin ke satuan yang lebih
tinggi apabila ditemukan adanya upaya intervensi dari

penguasa/kekuatan yang lebih tinggi dari Kapolres.
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